
BERITA DAERAH KOTASURAKARTATAHUN 2011 NOMOR ~8

..•~ WALIKOTA SURAKARTA
PERATURAN WALIKOTASURAKARTA

NOMOR : 3-B -rAHUN 9-011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTASURAKARTANOMOR 2 TAHUN
2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BELANJA HIBAH, BANTUANSOSIAL DAN BANTUANKEUANGAN
KEPADA PARTAI POLiTIK TAHUN ANGGARAN2011

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTASURAKARTA,

Menimbang 8. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
DaJam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan
WaJikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban
Belanja Hibah, Bantuan Sasial dan Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran
2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Surakarta ten tang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian dan
Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan
SasiaJ dan Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik Tahun Anggaran 20 II;

Mengingat I. Undang-Undang Nomar 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar daJam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
R~publik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44
T"'!1'Qahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 3298);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Behas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Namor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 3851);
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten tang
Sistem Pendidikan NasionaJ (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diu bah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ILembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 ten tang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189);
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12. Undang-Undang Namar 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Namar 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namar 5234);

13. Peraturan Pemerintah Namar 18 Tahun 1986
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Namar 8
Tahun 1985 ten tang Organisasi Kemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomar 24 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3331);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 ten tang Perubahan Atas Peraturan
Pemenntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan
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Memperhatikan:

Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang( Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun

2006 ten tang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun
2006 Nomor 2 Seri E );

23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008
Nomor 8);

25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tabun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun
2010 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tabun
2010 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 14);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tabun
2009 ten tang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37
Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun
Anggaran 2011;
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PEMBERlAN DAN
PERTANGGUNGJAWABANBELANJAHIBAH,BANTUAN
SOSIAL DAN BANTUANKEUANGANKEPADA PARTAI
POLITIKTAHUNANGGARAN2011.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Walikota Surakarta
Nomor 2 Tabun 2011 ten tang Pedoman Pemberian dan
Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sasial dan
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah
Kota Surakarta Tabun 2011 Nomor 2) diubab sehingga
berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubab, angka 15 diubab,

diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan angka baru
15 a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerab adalab Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota

Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Wakil Walikota adalab Wakil Walikota Surakarta.
5. Pengelola Barang Daerah adalah Sekretaris Daerab

Kota Surakarta.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerab yang

selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalab Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah pacta Pemerintah
Daerah selaku pengguna anggaranjpengguna
barang.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerab teknis yang
selanjutnya disingkat SKPD teknis adalab SKPD
yang memproses dan bertanggungjawab atas
pelaksanaan belanja hibah, dan bantuan sasia!.

8. Pejabat Penge10la Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalab kepala satuan
kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9. Inspektur adalah Inspektur Kota Surakarta.
10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

selanjutnya disingkat DPPKA adalab Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Surakarta.

11. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut
BUD adalab PPKD yang bertindak dalarn kapasitas
sebagai bendahara umum daerah.

12. Bendabara SKPKD adalab pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menenma, menyimpan,
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membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada
SKPKD.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2011 yang selanjutnya disingkat APBDTahun 2011
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

14. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial adalah Belanja
Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

15. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah
bantuan keuangan yang bersumber dari APBD
yang penempatan anggarannya pada bantuan
keuangan diberikan secara proporsional kepada
Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan
suara.

15a. Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya
disingkat BaS adalah program pemerintah yang
pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya
operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan
dasar sebagai pelaksana programwajibbelajar.

16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya
disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah
antara Pemerintah Daerah dan PenerimaHibah.

17. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya
disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum
KotaSurakarta.

18. Organisasi Kemasyarakatan adalah keseluruhan
aktivitas kelembagaan yang tidak berorientasi pada
keuntungan dan bukan dise1enggarakan oleh
pemerintah.

19. Instansi Vertikal adalah instansi pemerintah di
KotaSurakarta.

20. Organisasi Semi Pemerintah dan Non Pemerintah
adalah organisasi-organisasi sebagaimana
dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember
2007.

21. Masyarakat adalah sekelompok anggota
masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan
sendiri bergabung untuk menjalankan sebu.ah
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kegiatan bersama.
22. Anggota masyarakat adalah warga Kota Surakarta.
23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

yang selanjutnya dapat disingkat LPMK adalah
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat
Kelurahan sebagai wadah yang dibentuk atas
prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah
Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan
aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di
bidang pembangunan.

24. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat
nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga
Negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasiia dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

25. Surat Penyediaan Dana yang seIanjutnya disingkat
SPD adalah dokumen yang menyatakan
tersedianya dana untuk melaksanakan suatu
kegiatan sebagai dasar untuk penerbitan SPP.

26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pejabat yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran
untuk mengajukan permintaan pembayaran.

2. Diantara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua BAB IV
disisipkan I (satul Bagian yaitu Bagian Kesatu a
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu a
Dana Bantuan Operasional Sekolah

Pasal II a

(I) Dana BOS untuk sekolah swasta dianggarkan pada
jenis belanja hibah.

(2) RKA-PPKD untuk belanja hibah dana BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
PPKDatas usulan Dinas Dikpora.

Pasalll b

(I) Penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta
dilakukan setiap triwulan oleh BUD melalui
rekening masing-masing sekolah.

(2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat
(I) bertanggung jawab atas penggunaan dana BOS
yang diterima setiap triwulan.
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(3) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilampiri bukti~bukti
pengeluaran yang sah dan lengkap.

Pasalll c

(1) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 b ayat (2) didasarkan atas Naskah
Perjanjian Hibah Daerah.

(2) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandatangani bersama antara
Walikota dengan kepala sekolah swasta.

(3) Dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah.
PPKD atas nama Walikota dapat menandatangani
Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

(4) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilakukan untuk setiap
pencmran.

Pasalll d

Tata cara pertanggungjawaban dana BOS yang diterima
oleh sekolah swasta diatur dalam Naskah Perjanjian
Hibah Daerah.

Pasalll

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pacta tanggaJ
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota fil dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Diundangkan
pada tanggal

SEKRETARI .'

. urakarta
\1 NA1'-6T .;lOll

ERAH KOTA SURA~TA

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal \'=I \'IIA% i .:to Ii

WALIKOTA SURAKARTA,

L~---'c-'t:li;."':::-JO W1DODO '"

BE

BUD! SUHARTO

A DAERAH KOTA SURAKARTATAHUN 2011 NOMOR a8
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